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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai manajemen bahaya dan 

Risiko di Trans Banyumas menggunakan metode HIRADC dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Penerapan manajemen bahaya dan Risiko di Trans Banyumas belum sesuai 

dengan peraturan menteri no 85 tahun 2018. Perusahaan tersebut dalam 

pelaksanaan manajemen bahaya dan risiko untuk saat ini hanya sebatas 

penerapan SOP tiap kegiatan, seperti: SOP Operasional, SOP pelaporan 

apabila terjadi kecelakaan, SOP pelaporan keadaan darurat apabila terjadi 

kerusakan bus saat operasional, prosedur penanganan pelecehan seksual, 

prosedur penanganan pencopetan, SOP penanganan barang tertinggal, 

SOP pengambilan barang tertinggal, SOP keselamatan penumpang, SOP 

penanganan awak bus sakit, dan SOP kebersihan halte. Perusahaan belum 

melaksanakan identifikasi, penilaian dan pengendalian Risiko di tiap 

kegiatan operasional perusahaan. 

2. Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan di Trans Banyumas 

terdapat di kegiatan operasional, kegiatan di bengkel, kegiatan di kantor 

dan rute perjalanan. Potensi bahaya dengan tingkat potensi bahaya 

tertinggi terdapat di kegiatan bengkel. Dari 106 kegiatan yang dilakukan 

identifikasi bahaya dan risiko, terdapat 74 kegiatan merupakan potensi 

bahaya yang terdapat bengkel di Trans Banyumas. Dari 74 kegiatan terdiri 

dari 14 risiko tinggi, 23 risiko sedang, dan 37 risiko rendah.  Akan tetapi, 

potensi bahaya dengan risiko tertinggi terjadinya kecelakaan terdapat di 

rute perjalanan Trans Banyumas dengan rata-rata Risk Rating mencapai 16 

(High Risk) yang sifatnya perlu dilakukan pengendalian dengan segera. 

Terdapat 6 potensi bahaya dengan Risk Rating 16 (High Risk) yang ada di 

rute perjalanan Trans Banyumas. Potensi bahaya kebakaran di kantor juga 

mendapatkan angka Risk Rating 16 (High Risk) sehingga perlu dilakukan 

pengendalian dengan segera. Potensi bahaya lainnya yang terdapat di 

kegiatan kantor, bengkel, rute dan operasional dengan angka Risk Rating 
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Risiko Tinggi juga menjadi prioritas perusahaan untuk dilakukan 

pengendalian dengan segera. 

3. Perusahaan Trans Banyumas belum melakukan pengendalian Risiko di tiap 

kegiatan operasional perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan no 85 tahun 2018 pelaksanaan pengendalian Risiko 

menggunakan matrik identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian Risiko 

di kantor, bengkel, operasional dan lalu lintas. Pengendalian Risiko 

dilakukan dengan menggunakan metode HIRARC yang terdiri dari 

eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan APD. 

4. Kendala dalam pengimplementasian penerapan manajemen bahaya dan 

Risiko di Trans Banyumas adalah belum adanya bagian di dalam struktur 

organisasi perusahaan yang bergerak di bidang keselamatan. Sehingga, 

kurangnya perhatian terkait keselamatan di perusahaan khususnya 

penerapan manajemen bahaya dan Risiko.  

 

V.2 Saran 

1. Sebaiknya perusahaan Trans Banyumas dapat segera membentuk bagian 

khusus dalam struktur organisasi yang bergerak di bidang keselamatan 

agar penerapan manajemen bahaya dan Risiko dapat segera 

diimplementasikan di perusahaan dan dapat dilakukan segera 

pengendalian bahaya apabila terdapat potensi-potensi bahaya. 

2. Perusahaan perlu melakukan manajamen bahaya dan Risiko secara 

berkelanjutan agar potensi-potensi bahaya dapat dilakukan pengendalian 

bahaya sebelum adanya kejadian kecelakaan akibat kegiatan di 

perusahaan. 

3. Pihak manajemen Trans Banyumas melakukan sosialisasi kepada seluruh 

pegawai di Trans Banyumas terkait pentingnya keselamatan kerja di 

terapkan di lingkup perusahaan angkutan umum.  

4. Perusahaan menyediakan form pelaporan kepada seluruh pegawai kantor, 

bengkel, operasional dan pengemudi apabila terdapat potensi – potensi 

bahaya yang baru. 

p 
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